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ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): ): Cilegon city, which is located in the province of Banten, is one of the cities with small beginner voter participation. The basic problems faced by the KPU in Cilegon City are the lack of a number of KPU commissioners, the existence of a pandemic, and limited time.Purpose: The purpose of this study is to determine the role of the KPU in the implementation of the political socialization program for novice voters Method: This study uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques used are interviews and documentation and then use technical data analysis, data presentation and conclusion drawing. The informants were the Secretary of the KPU Cilegon City along with 2 commissioners and the novice voters who came from students of SMAN 1 Cilegon. Result: The results of the study stated that in general the role of the Cilegon City General Election Commission in carrying out political socialization for novice voters to prepare for the presidential and regional head elections in 2024/2025 has been carried out. That is through the implementation of socialization to schools as well as through social media and local radio. However, there are still many shortcomings, such as the lack of socialization for all existing schools due to the discontinuation of the face-to-face socialization program due to the COVID-19 pandemic and the still not optimal implementation of online socialization. Conclusion: Based on the results of this research, there needs to be special attention from the KPU to novice voters to provide political socialization related to the upcoming Presidential Election so that novice voters can participate properly and produce quality presidential elections.
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ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Kota Cilegon yang terletak di Provinsi Banten merupakan salah satu kota dengan partisipasi pemilih pemula yang kecil. Masalah mendasar yang dihadapi KPU Kota Cilegon adalah kurangnya jumlah anggota KPU, adanya pandemi, dan keterbatasan waktu. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan teknis analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Yang menjadi informannya yaitu Sekretaris KPU Kota Cilegon beserta 2 komisionernya dan para pemilih pemula yang berasal dari siswa SMAN 1 Cilegon. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam mrlaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula untuk persiapan pemilu presiden dan kepala daerah pada tahun 2024/2025 telah dilaksanakan. Yaitu lewat pelaksanaan sosialisasi ke sekolah maupun melalui media sosial dan radio llokal. Namun masih banyak kekurangan seperti berlum terlaksananya sosialisasi bagi seluruh sekolah yang ada karena dihentikannya program [image: A picture containing logo

Description automatically generated]sosialisasi secara tatap muka akibat dari pendemi covid-19 serta masih belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara daring. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu ada perhatian khusus dari KPU kepada para pemilih pemula untuk memberikan sosialisasi politik terkait dengan Pemilihan Presiden yang akan datang agar pemilih pemula dapat berpartisipasi secara benar dan menghasilkan Pilpres yang berkualitas.

Kata Kunci : Peran, Komisi Pemilihan Umum, Sosialisasi, Pemilih Pemula.


I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pemilihan umum memiliki esensi sebagai wahana demokrasi untuk menciptakan sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir berdasarkan kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Jika dilihat dari segi demokrasi, tujuan pemilu harus kembali berpedoman pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis yaitu mengutamakan kepentingan semua golongan masyarakat. Tujuan pemilu secara sederhana adalah sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan subjek politik yang aktif dalam menentukan keberhasilan proses pemilu. Dalam hal ini di lingkungan masyarakat perlu diselenggarakannya sosialisasi pemilihan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik bagi pemilih dalam pemilihan. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.
Sosialisasi merupakan bagian terpenting dari proses persiapan pemilu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan partai politik berperan dalam memberikan sosialisasi. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum sacara khusus sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa sasaran sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:
1. Keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5. Pemilih penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. Kaum marjinal; 8. Komunitas; 9. Keagamaan; 10. Relawan demokrasi; 11. Warga internet.
Penyusunan ini terfokus dalam sosialisasi pada pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat memilih bisa dilihat dari peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (5) mengatakan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”.
Pemilih pemula juga merupakan sasaran utama dari partai-partai politik yang ikut serta dalam pemilu karena jumlahnya mencapai setengahnya dari jumlah keseluruhan pemilih serta orientasi politiknya belum jelas, sehingga mudah dipengaruhi. Untuk mencegah hal tersebut maka pemilih pemula perlu 







diberikan sosialisasi politik yang memadai, karena jika pemilih pemula tidak memiliki pendidikan politik yang cukup maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas politik pemilih pemula, yang akan berdampak pula pada rendahnya kualitas pemilu. Padahal masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada pendidikan dan pembekalan mengenai kecerdasan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi politik.
[image: ]Sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Pemilian Umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih mengerti bagaimana berpartisipasi yang baik dan positif dalam pemilu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses sosialisasi politik di Kota Cilegon, yang pertama terkait waktu. Terbatasnya waktu yang di miliki Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon. Karena banyaknya lokasi-lokasi yang menjadi sasaran untuk pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih pemula. Selanjutnya adalah dana, Minimnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon akibat dari pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian daerah.
Permasalahan selanjutnya adalah Kurangnya tenaga kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melakukan sosialisasi politik di Kota Cilegon. Jumlah komisioner KPU Kota Cilegon yang hanya berjumlah 19 orang tidak bisa mencakup seluruh lokasi yang menjadi target pelaksanaan sosialisasi politik bagi pemilih pemula.

1.3	Penelitian Terdahulu  
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sosialisasi politik maupun sasarannya kepada pemilih pemula tersebut. Penelitian Ilham berjudul Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa (2018), menemukan bahwa program-program yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu (1) Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula dengan program road to scholl dan kegiatan gerak jalan santai, (2) Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga, (3) Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio dan Surat Kabar, (4) Program Relawan Demokrasi (Relasi), (5) Sosialisasi Mobil Keliling atau oto cara ‘de, (6) Workshop dan (7) Lomba Penyusunan Essai dan Debat Siswa.. Penelitian Muhammad Adeputra Hemas berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal (2019). menemukan bahwa KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Penelitian Dewi Sri Lestari berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang (2019). Menemukan bahwa faktor yang menjadi penghambat ketidak ikut sertaan dalam partisipasi politk yaitu kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga.

1.4	Pernyataan Kebaruan Ilmiah 
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peran KPUD dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon yang seharusnya menggambarkan bagaimana peran KPU dalam pelaksanaannya, tentunya berbeda dengan penelitian Ilham, Adeputra, maupun Dewi. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan


pendapat dari Sutarto (2009) yang menyatakan bahwa peran terdiri dari 3 komponen yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran.

1.4	Tujuan. 
[image: ]Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Pemilihan Umum daerah dalam sosialisasi politik bagu pemilih pemula, mengeksplor faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatab/programnya di Kota Cilegon, dan Untuk mengeksplor upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Cilegon untuk mengatasi hambatan dalam melakukan sosialisasi politik bagi pemilih pemula tersebut.

II. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial maupun dari masalah kemanusiaan. Dalam hal ini penyusunan kualitatif melibatkan upaya yang dianggap penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta prosedur yang diajukan, mengumpulkan data yang dibutuhkan yang spesifik ataupun akurat dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang secara khusus sampai ke tema secara umum, serta menafsirkan atau menjelaskan data yang sudah diterima (Creswell, 2009). Dan kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif, dimana pada proses dan maknanya lebih menonjol.
Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, 2 orang Komisioner dan 3 orang Pelajar SMA Negeri 1 Cilegon. Adapun analisisnya menggunakan teori Peran milik Sutarto (2009) yang menyatakan bahwa peran itu terdiri dari 3 komponen yaitu konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam melaksanakan penyusunan di Kota Cilegon, cukup banyak fenomena-fenomena yang didapatkan oleh penyusun yang berkaitan dengan fokus penyusunan yang dikaji. Fenomena-fenomena tersebut antara lain :
3.1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula
Pada penyusunan kali ini, penyusun menganalisa peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dengan menggunakan teori Peran Sutarto (2009: 138-139) yang berkaitan dengan konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran, dalam hal ini KPU Kota Cilegon dilihat dari bagaimana pelaksanaannya yang berdasarkan aturan. Dalam menjelaskan dan menganalisis peran KPU Kota Cilegon, penyusun menggunakan 3 indikator di atas dan diuraikan sebagai berikut:
1. Konsepsi Peran
a. Tugas dan wewenang KPU Kota Cilegon dalam sosialisasi politik
b. Kinerja KPU Kota Cilegon dalam sosialisasi politik bagi pemilih pemula 2.Harapan Peran
a. Pengaruh sosialisasi politik terhadap potensi pemilih pemula
b. Pemahaman pemilih pemula dalam sosialisasi politik
c. Efektivitas sosialisasi politik bagi pemilih pemula dalam persiapan Pemilu 2024 3.Pelaksanaan Peran


a. Bentuk sosialisasi politik yang diselenggarakan
b. Faktor penghambat dalam memberikan sosialisasi politik

3.2. Konsepsi Peran
[image: ]Salah satu syarat utama bagi keberhasilan peran adalah terlaksananya tugas dan wewenang yang ditunjukkan dari kinerja, memiliki rasa tanggungjawab atas tugasnya adalah suatu hal yang wajib. Dibawah ini adalah indikator yang telah diamati melalui wawancara.
a. Tugas dan wewenang KPU dalam sosialisasi Politik
KPU Kota Cilegon merupakan salah satu KPU di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan program sosialisasi politik. Ada beberapa alasan tertentu yang diungkapkan oleh KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan sosialisasi politik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun. Latar belakang KPU Kota Cilegon melakukan sosialisasi politik sendiri menurut AC yaitu:
KPU melaksanakan sosialisasi politik karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban yang tertera dalam undang-undang maupun peraturan KPU, yaitu tugas untuk melaksanakan sosialisasi salah satunya kepada pemilih pemula. Sehingga sosialisasi politik itu adalah bagian tersendiri dari program KPU (Wawancara, 6 Januari 2022)
Pemilih pemula dengan jumlah yang mendominasi dalam Warga Negara Indonesia jangan sampai menjadi sosok yang apatis dan tidak ikutserta dalam pemilihan umum. Namun pemilih harus diarahkan menjadi pemilih yang cerdas dan memilih berdasarkan visi dan misi, dalam buku panduan pemilih pemula disebutkan bahwa tujuan dari program sosialisasi politik ini yaitu karena kebutuhan akan diadakannya sosialisasi politik yang bersifat terus-menerus.
b. Kinerja KPU dalam sosialisasi politik bagi pemilih pemula
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai, dalam hal ini KPU mempunyai target dalam sosialisasi politik. Dalam wawancara, EM (Komisioner) menyatakan bahwa:
pemilih pemula dijadikan target utama dalam sosialisasi politik karena selain jumlahnya yang mendominasi, sosialisasi kepada pemilih pemula ini lebih mudah disampaikan dan kemudian dipahami oleh mereka dibanding subjek lainnya seperti kepada penyandang disabilitas atau kepada hanya pemilih perempuan. (wawancara, 7 Januari 2022)
Pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan target utama dalam sosialisasi politik karena jumlahnya mencapai 1/3 dari jumlah peserta partisipasi politik, selain itu sebenarnya pemilih pemula ini rentan terpengaruh oleh lingkungannya terkait dengan politik, seperti memilih calon Presiden sesuai dengan arahan kelurganya.

3.3. Harapan Peran
Harapan dari peran ini memuat 3 indikator, yang masing-masing indikator telah dilakukan wawancara sebagai berikut:
a. Pengaruh sosialisasi politik terhadap potensi pemilih pemula
Sosialisasi politik pastinya membawa pengaruh yang sangat besar bagi tingkat partisipasi politik dalam	Pemilihan   Umum,	bagaimana	pengaruhnya	bagi	pemilih	pemula,   penyusun	telah mewawancarai salah satu Komisioner KPU Kota Cilegon bernama Luxsma, beliau menyatakan: sosialisasi politik yang dimaksud ini kan berupa pendidikan politik, kalo berbicara mengenai pengaruhnya terhadap potensi bagi pemilih pemula itu pasti sudah sering terlihat, dengan dilaksanakannya sosialisasi politik ini membuat partisipasi politik dari pemilih pemula meningkat dalam Pemilihan Umum (Wawancara, 8 Januari 2022)
Pendapat di atas meyakini penyusun bahwa apabila tidak dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini, maka pemilih pemula tidak akan terbuka pikirannya dalam melaksanakan haknya dalam pemungutan suara 


Pemilu.
b. Pemahaman pemilih pemula dalam sosialisasi politik
[image: ]Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepahaman pemilih pemula pada materi yang disampaikan ketika dilaksanakannya sosialisasi politik. Penyusun berkunjung ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Cilegon dan melakukan wawancara kepada tiga orang siswa. Yang pertama bernama Aji, ia mengatakan “saya lupa-lupa ingat materi apa yang disampaikan, karena tidak pernah ada lagi kegiatan sosialisasi politik yang diselenggarakan, terkahir itu pada saat saya kelas 1 SMA yaitu tahun 2019” (wawancara, 8 Januari 2022)
Cacha juga mengungkapkan:
terakhir sosialisasi dilakukan pada tahun 2019, mungkin itu untuk persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 lalu, kalo untuk persiapan Pilpres 2024 yang akan datang, belum ada tuh sosialisasi lagi dari KPU di sekolah ini (wawancara, 8 Januari 2022)
Wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD masih sangat jauh dari harapan. Selain frekuensi yang sangat rendah yaitu hanya satu kali, 2 tahun terakhir ini kegiatan tersebut tidak dijalankan lagi karena adanya pendemi Covid-19.
Namun, pada dasarnya para pemilih pemula telah mengetahui bahwa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu adalah hak sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Warga Negara Indonesia. Namun demikian para pemilih pemula di Kota Cilegon memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, mereka masih menganggap kegiatan politik terutama Pemilu merupakan kegiatan yang tidak terlalu penting karena sebagian besar pemilih pemula melakukan Pemilihan hanya untuk formalitas saja dan memilih berdasarkan anjuran orang tua, hal itu disebabkan para pemilih pemula tidak tahu latar belakang maupun profil dari calon-calon Kepala Daerah. Dari hal ini penyusun dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dimiliki oleh para pemilih pemula masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi apalagi selama pemulihan pasca pandemi covid-19 ini. Dengan semakin baiknya pemahaman para pemilih pemula maka semakin baik pula tingkat kualitas Pemilu yang nanti akan diselenggarakan.
c. Efektivitas sosialisasi politik bagi pemilih pemula dalam persiapan Pemilu 2024
Indikator ini akan menelusuri lebih dalam bagaimana pelaksanaan sosialisasi. Penyusun mewawancarai langsung Sekretaris KPU Kota Cilegon yang bernama Adhytia Chandra, beliau mengungkapkan:
sebenarnya kalo berbicara sudah efektif atau belum, jujur masih jauh dari kata efektif, karena setelah dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 kemarin, kami KPU Kota Cilegon belum menyelenggarakan ataupun merencanakan kembali sosialisasi politik ke sekolah-sekolah, ya paling sosialisasi yang saat ini bisa dilakukan hanya dari sosial media dan podcast saja, karena melihat kebijakan terkait pandemi ini yang melarang adanya perkumpulan. (wawancara, 6 Januari 2022) Berdasarkan wawancara di atas, penyusun dengan berat hati menyimpulkan bahwa peran KPU Kota Cilegon masih belum baik, karena penyusun juga mengamati sampai saat ini di media sosial yaitu instagram yang dimiliki KPU Kota Cilegon dengan akun yang bernama kpukotacilegon_officials belum melakukan penyampaian materi tentang sosialisasi politik padahal ini sudah memasuki tahun kedua untuk persiapan Pemilu 2024.
3.4. Pelaksana Peran
a.	Bentuk sosialisasi politik yang diselenggarakan
Salah satu bentuk sosialisasi politik yang biasa dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon adalah dengan memberikan pemahaman politik tentang Pilpres. Menurut wawancara kepada Luxsma (Komisioner KPU Kota Cilegon), beliau menyatakan:


[image: ]sosialisasi kepada pemilih pemula dilakukkan dengan mendatangi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang ada di Kota Cilegon. Dalam hal ini KPU Kota Cilegon mengintruksikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah SLTA sederajat di masing-masing kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pelajar tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, kegiatan ini dilakukan dengan menjadi pembina upacara bendera pada hari senin ataupun langsung mendatangi kelas sekolah untuk menyampaikan sosialisasi Pemilu.
Selain dari indikator-indikator di atas yaitu berdasarkan hasil pengamatan penyusun, diketahui bahwa KPU Kota Cilegon belum melaksanakan sosialisasi politik secara merata kepada para pemilih pemula. Apabila ada, sosialisasi juga selalu hanya terpusat pada Kecamatan Cilegon dimana merupakan tempat kantor KPU Kota Cilegon berdiri, sosialisasi hanya dilakukan di sekitar daerah tersebut yaitu di SMA Negeri 1 Cilegon pada tahun 2019 silam. Hal ini menyebabkan pemahaman para pemilih pemula tentang pendidikan politik masih minim apalagi untuk persiapan Pilpres dan Pilkada 2024/2025.
Padahal sudah sangat jelas disebutkan dalam misi KPU Kota Cilegon Nomor 4 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf a bahwa sasaran sosialisasi pemilihan itu meliputi komponen: 1. Keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5.Pemilih
penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. Kaum marjinal; 8. Komunitas; 9. Keagamaan; 10. Relawan demokrasi; 11. Warga internet. Dari sekian banyak komponen tersebut, untuk pemilih pemula saja KPU Kota Cilegon belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi apalagi untuk pelaksanaan seluruhnya. Luxsma (Komisioner KPU Kota Cilegon) menyebutkan alasannya, “karena tahun 2021 pandemi dan sebagian kerja kami wfh serta belum memasuki tahapan pemilu” (Wawancara, 8 Januari 2022)
Memang dari alasan tersebut menjadikan pihak KPU Kota Cilegon tidak bisa dikatakan mempunyai peran yang buruk, karena apabila dipaksakan untuk membuat perkumpulan demi kegiatan sosialisais politik ini juga akan menjadi hal yang menyimpang dari peraturan PPKM yang ada. Oleh karena itu, KPU Kota Cilegon menggantinya dengan sosialisasi secara daring.
Sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media sosial juga tidak mengarah ke satu komponen saja tetapi ke semua komponen yang membuat sosialisasi ini menjadi tidak efektif, karena media sosial maupun radio lokal biasanya menyampaikan informasi hanya satu arah saja. Selain itu, media sosial juga tidak bisa mengukur sejauh mana kepahaman peserta sosialisasi tentang pemilihan umum.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian
Dalam pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU kota Cilegon di sekolah Menengah Atas Negei 1 Cilegon dijumpai beberapa kendala yaitu terbatasnya proses tatap muka karena pandemic, minimnya waktu yang dimiliki oleh KPU Kota Cilegon, masih kurangnya tenaga kerja, sarana dan prasaana yang kurang memadai srta banyaknya lokasi sasaran sosialisasi politik, hal ini berbeda dengan penelitian Ilham (2018) bahwa  KPU Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula dengan program road to scholl dan kegiatan gerak jalan santai, penyebaran informasi melalui alat-alat peraga, dan sosialisasi melalui media massa.
Dari hasil penelitian Muhammad Adeputra Hemas (2019) peran KPU dalam melaksanakan Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemula pada pilkada tahun 2015 dan mengkaji bentuk Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada pilkada tahun 2015 dengan cara KPU Kabupaten Kendal melaksanakan Pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sedangkan hasil penelitian dari Dewi Sri Lestari (2019) untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Kabupaten Pinrang dan terdapat faktor penghambat ketidak ikut sertaan dalam partisipasi politik yaitu adanya atau pengaruh dari kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)
Penulis menemukan faktor penghambat terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Cilegon Provinsi Banten, dimana permasalahan  yaitu terbatasnya proses pelaksanaan tatap muka akibat terjadinya pandemic, minimnya waktu yang dimiliki oleh KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan sosialisasi, kekurangan tenaga kerja, dan sarana prasarana yang masih kurang memadai serta terlalu banyaknya lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi politik.

IV. KESIMPULAN 
Peran KPUD Kota Cilegon dalam sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam hal ini hak dan kewajiban dalam menggunakan suaranya dalam proses Pemilu. Dalam persiapan Pilpres tahun 2024, peran KPUD Kota Cilegon sudah mulai dilaksanakan. Namun belum bisa dikatakan maksimal karena mengalami banyak hambatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari teori Sutarto.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran KPU dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.
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